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Abstrak
 

Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang

tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinannya. Hal ini paling sering merugikan perempuan dan

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka tidak

akan ada akta nikah yang dapat dijadikan bukti oleh perempuan ketika menuntut haknya sebagai istri. Untuk

anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan

mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya. Metode penelitian yang dilakukan dalam

skripsi ini merupakan yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah

atau Norma-Norma, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan kasus dan juga pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan

adalah metode studi Pustaka atau literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi

ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Batang, dimana pertimbangan Hakim yang

menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah tepat karena putusan ini

mengharuskan adanya pengakuan ayah di Pengadilan untuk memperkuat kedudukan si anak adalah anak sah

ayahnya, namun dalam penetapan ini tidak ada kehadiran ayah di pengadilan sehingga tidak memperkuat

kedudukan si anak, tapi Hakim menyatakan anak pemohon adalah anak sah ayahnya.

......In Indonesia, there are still many people who do not register their marriages. Many people do not know

the importance of registering their marriages. This is most often detrimental to women and children born

from such marriages, because by not recording the marriage, there will be no marriage certificate that can be

used as evidence by women when demanding their rights as wives. For children, a marriage that is not

registered by the parents will result in the absence of the father's name on the birth certificate. The research

method used in this thesis is a juridical normative, namely legal research in the sense of examining the

norms or norms. The approach method used in this research is the statutory approach, the case approach and

also the analytical approach. The data collection technique that the writer uses is literature or literature study

method. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the writer analyzes Stipulation Number

69/Pdt.P/2019/PN.Batang, where the Judge's consideration using the Constitutional Court Decision Number

46/PUU-VIII/2010 is not correct because this decision requires the

recognition of the father in court to strengthen the position of the the child is the father's legitimate son, but

in this determination the father is not

present in court so that it does not strengthen the child's position, but the judge states that the applicant's

child is the father's legitimate son.
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